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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Teori Atribusi (Atribution Theory) 

2.1.1.  Pengertian Teori Atribusi (Atribution Theory) 

Atribusi  merupakan  salah  satu  proses  pembentukan  kesan. Atribusi  

mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau 

dirinya sendiri. Atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. 

Teori Atribusi memandang individu sebagai psikologi amatir yang 

mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang  

dihadapinya. Teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, 

atau apa yang mendorong siapa melakukan apa. Respon yang kita berikan pada 

suatu peristiwa bergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa itu (Harold 

Kelley, 2010). 

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu 

mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu 

ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang 

disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali 

pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri 

kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Hal ini merupakan atribusi internal. 

Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang 
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dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh 

sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, 

ini merupakan atribusi eksternal. Penentuan internal atau eksternal tergantung 

pada tiga faktor, yaitu pertama kekhususan, artinya seseorang akan 

mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang 

berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka 

individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi 

eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang 

biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Kedua, konsensus artinya jika 

semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku 

seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk 

atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi 

eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-

perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten 

perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab 

internal. (Robbins, 1996) 

Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan wajib pajak untuk membayar 

pajak terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap 

pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu 

sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. 

Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut. 
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2.2.  Kemauan Membayar Pajak 

2.2.1.  Pengertian Kemauan Membayar Pajak 

 Kemauan  adalah  dorongan  dari  dalam  diri  seseorang,  berdasarkan  

pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu kegiatan untuk 

tercapainya tujuan tertentu. Sedangkan, kemauan membayar merupakan suatu 

nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan 

sesuatu untuk memperoleh barang dan jasa (Widayati dan Nurlis, 2010). 

Berdasarkan definisi di atas, kemauan membayar pajak dapat diartikan 

sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan 

dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara 

dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung 

(Rantum dan Priyono, 2009). Dalam penelitian ini kemauan membayar pajak 

ditujukan pada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Wajib pajak orang pribadi 

adalah orang pribadi yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif pajak. 

Syarat subjektif pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal 

di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 

jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada 

di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 

Sedangkan syarat objektif pajak untuk diri wajib pajak orang pribadi adalah 

memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu 

Rp.24.300.000.000,00 per tahun. 
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2.3.  Sistem Pemungutan Pajak 

2.3.1.  Pengertian Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2008), sistem pemungutan pajak dapat dibagi 

menjadi 3, yaitu : 

a) Official Assessment System, Sistem ini merupakan sistem pemungutan 

pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang.             

b)  Self Assessment System, Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang 

memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak 

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri 

besarnya pajak yang harus dibayar.   

c) Withholding System, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang 

member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut 

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak 

 

2.4.  Self Assesment System 

2.4.1. Pengertian Self Assesment System 

Pengertian Self assessment system menurut Siti Resmi (2009) menjelaskan 

bahwa: 

“Suatu sistem pemungutan pajak yng memberi wewenang Wajib Pajak 

 untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya 

 sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku”.  
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Sedangkan menurut Mardiasmo (2008) yaitu : 

 “Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib 

 Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang”.  

 

 Menurut Rimsky K. Judisseno selanjutnya dikutip oleh Siti Kurnia 

Rahayu dan Sony Devano (2006), menjelaskan bahwa :  

 “Self assessment system diberlakukan untuk memberikan kepercayaan 

 yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran   

dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, 

masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan  

perpajakan”.  

 

Adapun pengertian self assessment system menurut Waluyo dan Wirawan 

B. Ilyas (2003) adalah sebagai berikut:  

 “Self assessment system adalah pemungutan pajak yang memberi 

 wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk 

 menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri 

 besarnya pajak yang harus dibayar”.  

 

Sedangkan, menurut Zain (2008) mengatakan  

 “Self assessment system merupakan tipe keenam dari tipe administrasi 

 perpajakan banyak ditentukan oleh kerja sama atau tingkat partisipasi 

 wajib pajak atau pemotong/ pemungut pajak dan respons wajib pajak 

 terhadap pengenaan pajak tersebut”.  

 

 Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa self assessment 

system adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib 

Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak 

perpajakannya. Dalam hal ini dikenal :  
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1) Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak  

2) Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang  

3) Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/ kantor pos  

4) Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak  

5) Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat 

Pemberitahuan) dengan baik dan benar.  

 

2.4.2.  Ciri-ciri Self Assessment System  

 Adapun ciri Self Assessment System yaitu :  

a) Wajib pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.  

b) Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban 

perpajakannya sendiri.  

c) Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan, melakukan pembinaan, 

penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan 

bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi 

pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.  

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa pemberian 

kepercayaan sepenuhnya pada wajib pajak (dapat dibantu konsultan pajak) untuk 

menentukan penetapan besarnya pajak yang terutang sendiri dan kemudian 

melaporkan pembayaran pajak dan penghitungan pajak secara teratur jumlah 
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pajak terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

2.4.3.  Pelaksanaan Self Assessment System 

 Self assessment system menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat 

karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib 

Pajak sendiri. Kewajiban wajib pajak dalam self assessment system menurut Siti 

Kurnia Rahayu (2010) menjelaskan bahwa :  

1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak  

 Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi perpajakan (KP4) 

yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan 

dapat melalui e-register (media ekektronik online) untuk diberikan Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP).  

 

2.  Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak  

 Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang  

 yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif 

 pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah  

 mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi 

 dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment). 

 

3.  Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak  

1) Membayar Pajak  
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a. Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, 

pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.  

b. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4 (2),  PPh   

Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihak lain di sini berupa:pemberi         

penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan 

oleh pemerintah.  

c. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk   

pemerintah Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.  

2) Pelaksanaan Pembayaran Pajak  

  Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun   

swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)    

yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain 

melalui pembayaran pajak secara elektronik (e-payment).  

3)  Pemotongan dan Pemungutan  

Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh  final  

pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM merupakan pajak. Untuk  

PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa 

diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak 

masukan. 
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4.  Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak  

 Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib 

 pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan pernghitungan  

 jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan  

 berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang  

 dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan  

 pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan  

 kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang  

 pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. 

 

2.4.4.  Syarat Dalam Pelakasaaan Self Assessment System 

 Dalam rangka melaksanakan sistem self assessment ini diperlukan 

beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari 

pelaksanaan sistem pemungutan ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Suandy 

(2002) yaitu : 

a. Kesadaran Wajib Pajak (Tax Consciousness); Kesadaran Wajib Pajak artinya 

Wajib Pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya 

seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah 

pajak terutangnya. 

b. Kejujuran Wajib Pajak; Kejujuran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak 

melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, 

hal ini dibutuhkan di dalam sistem ini karena fiskus memberikan 
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kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan 

melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. 

c. Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (Tax Mindedness); Tax 

Mindedness artinya Wajib Pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban 

perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan 

yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya 

d. Kedisiplinan Wajib Pajak (Tax Discipline); Kedisiplinan Wajib Pajak artinya 

Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan 

dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

 

2.4.5.  Konsekuensi Self Assessment System 

 Azas pemungutan ini membawa konsekuensi tersendiri bagi Wajib Pajak. 

Konsekuensi yang ditimbulkan oleh self assessment system ini, Wajib Pajak 

diwajibkan untuk mendaftarkan diri, menghitung, melaporkan dan meyetorkan 

pajaknya yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak tersebut. Sarana penghitungan, 

pelaporan, serta penyetoran tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Gunadi 

(2005) antara lain : 

1)  Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan  

     untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang     

     menurut  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,  

2) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk 

 melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas   
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      negara atau ke tempat pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh     Menteri 

Keuangan,  

3)  Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau 

  sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda,  

4) Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang digunakan untuk        

     menjadi dasar jumlah pajak yang harus dibayar, atau pajak kurang bayar    

     tambahan, atau pajak lebih bayar, dan pajak nihil,  

5) Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan 

 kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan 

 ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam 

 surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak,  

6) Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap 

 surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh 

 pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

 

2.4.6.  Hambatan Pelaksanaan Self Assessment System 

  Selain itu juga terdapat hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan 

pemungutan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi dua sebagaimana yang 

diungkapkan Waluyo (2006) yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.  

1) Perlawanan pasif.  

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:  

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat,  
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b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat,  

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.  

2) Perlawanan aktif .  

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung 

ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya 

antara lain : 

a. Tax Avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar 

 Undang-undang,  

b. Tax Evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-

undang (menggelapkan pajak).  

 

2.4.7. Prinsip Self Assessment System 

 Sebelum UU No. 6 Tahun 1983 lahir, penghitungan pajak dilakukan oleh 

fiskus (aparat pajak). Sistem pemungutannya dikenal dengan istilah official 

assessment system. Perpindahan dari official assessment ke self assessment inilah 

yang kemudian ditandai sebagai reformasi perpajakan. Prinsip self assessment ini 

tampak pada Pasal 12 UU KUP. Berikut kutipannya : 

1 ) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan  

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak 

menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak  
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2 ) Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan 

oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan.  

  Pada ayat (1) tampak UU KUP menghendaki Wajib Pajak bersifat aktif 

dalam membayar pajak. Aktif di sini berarti menghitung sendiri pajak yang 

terutang tanpa menunggu adanya surat ketetapan pajak. 

 Prinsip self assessment pada UU KUP bahkan mengandung makna bahwa 

hasil perhitungan WP, berapa pun itu, untuk sementara dianggap sebagai 

perhitungan menurut ketentuan yang berlaku, sebagaimana dinyatakan pada ayat 

(2). Pasal 12 kemudian ditutup dengan ayat (3) yang berbunyi, “Apabila Direktur 

Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat 

pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Pajak 

menetapkan jumlah pajak yang terutang.”  

 Ayat (3) ini berfungsi sebagai pengendali. Jadi, apabila kemudian 

diketahui bahwa perhitungan yang dilakukan oleh WP keliru, barulah fiskus 

membenarkannya. Namun, dengan aturan daluarsa pajak berjangka 5 tahun, perlu 

diketahui bahwa perhitungan WP dianggap benar dan sah untuk selamanya 

apabila dalam jangka waktu 5 tahun tidak ada pemberitahuan kesalahan 

perhitungan. Self assessment system memindahkan beban pembuktian kepada 

fiskus. Wajib pajak dianggap benar sampai fiskus dapat membuktikan adanya 

kesalahan tersebut. 
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 Beberapa faktor yang digunakan dalam penelitian ini, yang kemungkinan 

mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi, yaitu: 

1. Kesadaran Membayar Pajak  

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami realitas 

dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas tersebut. Kesadaran yang 

dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, kesadaran akan sesama, 

masa silam, dan kemungkinan masa depannya. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2007 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” 

menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mau 

membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang 

dilakukannya. Irianto (2005) dalam Rantum dan Priyono (2009) menguraikan 

beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk 

membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi 

dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak 

mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang 

dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna 

meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan 

pembayaran pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak 
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karena memahami bahwa penundaan pajak berdampak pada kurangnya sumber 

daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. 

Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat 

dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari 

memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap 

warga negara. 

Kesadaran masyarakat rendah dapat dikarenakan ketidaktahuan meraka 

tentang wujud konkrit imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar 

pajak. Hal ini, seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari 

masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna 

meningkatkan kemauan membayar pajak. 

 

2. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan  

Pengetahuan adalah hasil kerja fikir yang merubah tidak tahu menjadi tahu 

dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara (Widayati dan Nurlis, 2010). 

Sedangkan Pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan 

arti dari bahan yang dipelajari. Pengetahuan dan pemahaman peraturan 

perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan 

perpajakan. 

Dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010) untuk mengetahui 

pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, dapat 

dilihat dari beberapa hal, yaitu pertama, kepemilikan NPWP. Pasal 1 ayat 6 
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang “Ketentuan Umum Dan Tata 

Cara Perpajakan”, menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah 

nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi 

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib 

pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakaannya. Setiap wajib 

pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk 

memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. 

Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara langsung, untuk orang pribadi yaitu 

wajib pajak orang pribadi berdasarkan domisili, mengisi formulir pendaftaran 

dengan melampirkan persyaratan tertentu (foto copy KTP, foto copy Kartu 

Keluarga, dan surat keterangan domisili dan untuk orang pribadi karyawan 

ditambah dengan surat rekomendasi dari instansi yang bersangkutan). Setelah itu, 

wajib pajak akan memperoleh NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). 

Pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui internet yaitu dengan membuka 

situs www.pajak.go.id pilih menu e-reg, kemudian isi formulirnya. Kemudian 

wajib pajak akan memperoleh NPWP dan SKTS (jangka waktu 30 hari). Sebelum 

jatuh tempo wajib pajak harus ke KPP terdaftar untuk meminta SKT.  

Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai 

wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami hak wajib 

pajak seperti penggunaan fasilitas umum, pemakaian jalan raya yang halus, 

pembangunan sekolah-sekolah negeri dan lain-lain, dan mengetahui 

kewajibannya sebagai wajib pajak seperti membayar pajak dan melaporkan Surat 
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Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, maka mereka akan melakukan kewajiban 

perpajakannya. 

Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum 

Dan Tata Cara Perpajakan, sanksi keterlambatan penyampaian Surat 

Pemberitahuan Tahuanan wajib pajak orang pribadi adalah Rp.100.000,00, 

Sedangkan sanksi untuk keterlambatan pembayaran pajak adalah berupa bunga 

2% per bulan yang dihitung dari berakhirnya batas waktu penyampaian surat 

pemberitahuan tahunan sampai tanggal pembayaran, sanksi untuk wajib pajak 

yang tidak memiliki NPWP adalah sanksi administrasi berupa denda paling 

sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling 

banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi 

pidana berupa penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Batas 

waktu penyampaian Surat Pemberitahun Tahunan wajib pajak orang pribadi, 

paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan batas waktu 

pembayaran, paling lambat sebelum Surat Pemberitahuam Tahunan disampaikan 

(30 Maret). SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Semakin tahu dan 

paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham 

pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban 

perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat 

akan menjalankan kewajibannnya dengan baik. 
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Keempat, pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan Tidak 

Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak. Menurut 

PMK-162/PMK.011/2012 terhitung 1 Januari 2013 berlaku sbb: 

a. Rp. 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 

diri Wajib Pajak orang pribadi; 

b. Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh rima ribu rupiah) tambahan 

untuk  Wajib Pajak yang kawin; 

c. Rp. 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah)  

tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan 

penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan 

d. Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan 

untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam 

garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan 

sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. 

Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan yang melebihi 

Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tarif pajak. Tarif pajak orang pribadi 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak 

Penghasilan pada pasal 17 ayat 1(a) : 
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Tabel 2.1 

Tarif Pajak 

 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak  Tarif Pajak  

    

Sampai dengan Rp. 50.000.000,00  5%  

    

Di atas Rp. 50.000.000,00 – Rp. 250.000.000,00  15%  

    

Di atas Rp. 250.000.000,00  - Rp. 500.000.000,00  25%  

    

Di atas Rp. 500.000.000,00  30%  

    

    Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 

Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, 

maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban 

pajak sendiri secara benar. 

Kelima adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan 

perpajakn melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan 

yang keenam adalah bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan 

pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti. Masyarakat hendaknya 

memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan peraturan perpajakan, 

karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pembayar pajak harus 

mengetahui tentang pajak terlebih dahulu. Adanya pemahaman tentang 

perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi 

kewajiban perpajakannya. 
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3. Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan  

Persepsi merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, 

penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan yang 

memungkinkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang 

positif atau negatif (Robbins,1996). Sedangkan efektifitas memiliki pengertian 

suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan 

waktu ) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010). 

Dalam penelitiannya Widayati dan Nurlis (2010), hal-hal yang 

mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh 

wajib pajak antara lain yaitu pertama, pembayaran melalui e-banking lebih 

memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak, Pembayaran pajak 

menggunakan fasilitas alat transaksi bank (misalnya ATM dan Internet Banking) 

dapat dilakukan dengan cara: 

1. Wajib pajak mendatangi alat transaksi bank dengan membawa data yang 

lengkap dan benar sesuai SSP.  

2. Wajib pajak membuka menu pembayaran pajak.  

3. Wajib pajak mengisi elemen dalam tampilan dengan data yang sesuai SSP 

secara tepat, lengkap dan benar.  

4. Wajib pajak meneliti identitas wajib pajak yang terdiri dari nama dan 

alamat wajib pajak yang muncul pada tampilan. Apabila identitas wajib 

pajak yang terdiri dari nama dan alamat wajib pajak pada tampilan tidak 

sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka proses berikutnya harus 
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dibatalkan dan kembali kepada menu sebelumnya untuk mengulang 

pemasukan data yang diperlukan.  

5. Wajib pajak mengisi elemen data lainnya yang diperlukan dalam tampilan 

berikutnya secara tepat.  

6. Wajib pajak mengambil SSP hasil keluaran fasilitas alat transaksi bank.  

7. Wajib pajak memeriksa kebenaran SSP yang diperoleh.  

8. Wajib pajak melaporkan SSP ke KPP.  

Selain pembayaran melalui e-banking, hal-hal yang mengindikasikan 

efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara 

lain yaitu yang kedua, adanya sistem pengisian SPT melalui e-SPT dan pelaporan 

pajak melalui e-filling. Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

Tentang “Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, menyebutkan 

bahwa : 

 Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan 

untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau 

bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan perundang-

undangan perpajakan. e-SPT adalah aplikasi (software) yang dibuat oleh 

Direktorat Jenderal Pajak digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahaan dalam 

menyampaikan Surat Pemberitahuan. Sedangkan, e-filling adalah suatu cara 

penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan secara sistem online real time 

melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider 

(ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal. Application Service Provider 
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(ASP) adalah Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh 

Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan 

penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik ke DJP. Layanan e-filling 

bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via 

internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat 

melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan 

dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat 

membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk 

mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar 

dan tepat waktu. Ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor 

Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT. Dengan begitu, wajib pajak 

dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. 

Selain kedua hal tersebut, penyampaian SPT melalui drop box yang dapat 

dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar 

juga mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya. Keempat, 

Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa 

harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdatar. 

Kelima, Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register 

dari website pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh 

NPWP secara lebih cepat. Dengan adanya kemudahan sistem perpajakan tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan kemauan membayar pajak. 
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4. Pelayanan Fiskus  

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan 

segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus adalah 

petugas pajak. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam 

membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib 

pajak (Jatmiko, 2006). Dalam penelitian Rina (2009), untuk mengetahui baik 

tidaknya pelayanan fiskus yang diberikan oleh wajib pajak, dilakukan dengan 

memberikan beberapa pertanyaan kepada wajib pajak yaitu, pertama apakah 

fiskus (aparat pajak) bekerja secara transparan. Kedua, apakah fiskus sukarela 

membantu kesulitan wajib pajak (bersedia memberikan penyuluhan). Ketiga, 

apakah fiskus senantiasa menjaga kerapian dalam berpenampilan. Keempat, 

apakah menjaga tutur katanya dengan baik dan bersikap sopan. Kelima, apakah 

fiskus memberikan pelayanan dengan cepat dan tangkas untuk membantu 

kesulitan wajib pajak. 

Pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam 

membayar pajaknya, Oleh karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan 

pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat 

memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. 

Pemberian jasa oleh aparat pajak kepada wajib pajak besar manfaatnya sehingga 

dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Kemampuan fiskus dalam berinteraksi yang baik dengan wajib 

pajak adalah dasar yang harus dimiliki fiskus dalam melayani wajib pajak 
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sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar 

pajak. 

2.5. Penelitian Terdahulu 

Bebarapa   peneliti   terdahulu   yang   melakukan   penelitian   mengenai  

pemenuhan kewajiban pajak dapat dilihat dalam tabel 2.2 sebagai berikut: 

 

 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

 

No

. 

Nama 

Peneliti 

Judul Variabel Metode 

Analisis 

Hasil Analisis 

 

1. 

 

Jatmiko, 

Agus 

Nugroho 

(2006) 
 

 

Pengaruh sikap 

wajib pajak pada 

pelaksanaan 

sanksi denda, 

pelayanan fiskus 

dan kesadaran 

perpajakan 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. 
 

 

Variabel bebas 

yang digunakan 

adalah  

1.sikap wajib 

pajak terhadap 

pelaksanaan sanksi 

Denda 

2. sikap wajib 

pajak terhadap 

pelayanan fiskus 

 3.sikap wajib 

pajak terhadap 

kesadaran 

perpajakan. 

 

Variabel terikat 

yang digunakan 

adalah kepatuhan 

wajib pajak. 
 

 

Regresi 

berganda 
 

 

Sikap wajib 

pajak terhadap 

pelayanan 

sanksi denda, 

pelayanan 

fiskus, dan 

kesadaran 

perpajakan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan pajak. 
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2. 

 

Supriyati 

dan Nur 

Hayati 

(2008) 
 

 

Pengaruh 

pengetahuan 

pajak dan 

persepsi pajak 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. 

 
 

 

Variabel bebas 

yang digunakan 

adalah 

1. pengetahuan berganda 

  tentang pajak  

2.persepsi 

terhadap  

petugas pajak  

3.persepsi 

terhadap  

kriteria wajib 

pajak  

patuh.  

 

Variabel  

terikat yang  

digunakan 

adalah  

kepatuhan 

wajib  

pajak.  
 

 

Regresi 

linier 

berganda 

 

  Pengetahuan   

  tentang pajak  

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. 

sedangkan 

persepsi tentang 

petugas pajak 

dan persepsi 

kriteria 

kepatuhan wajib 

pajak tidak 

Berpengaruh 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak 
 

 

 

3. 

 

Lewa, 

Rina 

Hakim 

(2009) 

 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

wajib pajak 

orang 

pribadi memiliki 

NPWP di 

Makassar Barat 

 

Variabel bebas 

yang digunakan 

adalah 

 1. persepsi 

wajib pajak 

terhadap manfaat 

pajak 

2. persrpsi 

wajib pajak 

terhadap kualitas 

pelayanan aparat 

perpajakan 

3.pengetahuan teknis 

perpajakan. 

 

Variabel terikat 

yang digunakan 

adalah kesadaran 

wajib pajak orang 

 

Regresi 

berganda 

 

Persepsi wajib 

pajak terhadap 

manfaat pajak, 

pesepsi wajib 

pajak terhadap 

kualitas 

pelayanan aparat 

perpajakan, dan 

pengetahuan 

teknis 

perpajakan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kesadaran wajib 

pajak orang 

pribadi memiliki 

NPWP. 
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pribadi memiliki 

NPWP. 

 

4. 

 

Rantung, 

Tatiana 

Vanessa 

dan 

Priyono 

Hari Adi 

(2009) 

 

Dampak 

Program 

sunset policy 

terhadap faktor- 

faktor yang 

mempengaruhi 

kemauan 

membayar pajak 

 

Variabel bebas 

yang digunakan 

adalah  

1.sunset 

policy. 

 

 Variabel 

terikat yang 

digunakan adalah 

1.kesadaran 

membayar pajak 

2.pengetahuan dan 

pemahaman 

terhadap peraturan 

perpajakan 

3.persepsi yang baik 

atas efektifitas 

sistem perpajakan. 

 

 

Regresi   

sederhana 

 

Program sunset 

policy 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kesadaran 

membayar 

pajak, 

pengetahuan dan 

pemahaman 

terhadap 

peraturan 

perpajakan, dan 

persepsi  yang 

baik atas sistem 

perpajakan 

 

5. Widayati 

dan 

Nurlis 

(2010) 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

kemauan untuk 

membayar pajak 

wajib pajak 

orang 

pribadi yang 

melakukan 

pekerjaan bebas. 

Variabel bebas yang 

digunakan adalah 

kesadaran membayar 

pajak, pengetahuan dan 

Pemahaman peraturan 

perpajakan, dan 

perserpsi yang baik atas 

efektifitas 

sistem perpajakan. 

Variabel terikat yang 

digunakan adalah 

kemauan membayar 

pajak. 

 

 

 

Regresi 

Berganda 

 

Kesadaran 

membayar pajak 

dan persepsi 

yang baik atas 

efektivitas 

sistem 

perpajakan tidak 

berpengaruh 

terhadap 

kemauan 

membayar 

pajak. 

sedangkan 

pengetahuan dan 

pemahaman 

peraturan 

perpajakan 

berpengaruh 
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positif dan 

signifikan 

terhadap  

kemauan 

membayar   pajak. 

 

 

2.6.   Kerangka Pemikiran  

Kerangka  pemikiran  dalam  penelitian  ini  adalah  tentang  faktor-faktor 

mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajaknya. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak lima variabel yaitu empat 

variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang 

digunakan yaitu, kesadaran membayar pajak (X1), pengetahuan dan pemahaman 

tentang peraturan perpajakan (X2), persepsi yang baik atas efektifitas sistem 

perpajakan (X3), dan pelayan fiskus (X4). Sedangkan variabel dependen yang 

digunakan yaitu kemauan membayar pajak (Y). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada gambar 2.1 berikut ini: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 (+)      

 

                                                            (+) 

 

  (+) 

 

 

         (+) 

 

2.7.  Pengembangan Hipotesis  
 

Berdasarkan  kerangka  pemikiran  diatas,  maka  hipotesis  yang  dapat  
 
dikembangkan adalah sebagai berikut. 
 

1. Pengaruh   Kesadaran   Membayar   Pajak   Terhadap   Kemauan 
 

Membayar Pajak 
 

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan 

bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang 

dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa 

silam, dan kemungkinan masa depannya. 

 

Kesadaran membayar 

pajak 

 (X1) 

Pelayanan Fiskus 

(X4) 

Persepsi yang baik atas 

efektifitas sistem 

perpajakan  

(X3) 

Kemauan membayar 

pajak 

(Y) 

Pengetahuan dan 

pemahaman tentang 

peraturan perpajakan 

 (X2) 
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Masyarakat yang memiliki kesadaran perpajakan berarti wajib pajak mau 

membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang 

dilakukan dan merasa adanya paksaan. Namun, kesadaran perpajakan seringkali 

menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat, karena 

masyarakat tidak mengetahui wujud kongkrit dari uang yang dikeluarkan untuk 

membayar pajak. Dalam penelitian Santi 2012, menunjukkan bahwa kesadaran 

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Hasil penelitian Santi (2012) didukung oleh hasil penelitian, Arum (2012) dan 

Jatmiko (2006). Namun, dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010), 

menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap 

kemauan membayar pajak. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangatlah 

diperlukan agar dapat meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar 

pajaknya. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka 

semakin tinggi pula kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan 

hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

 
Hipotesis 1 (H1) : Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif 

terhadap kemauan membayar pajak 

 

2. Pengaruh   Pengetahuan   dan   Pemahaman   Tentang   Peraturan 
 

Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak 
 

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan 

penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Masyarakat 
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hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan peraturan 

perpajakan, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pembayar pajak 

harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu. Tanpa adanya pengetahuan dan 

pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki masyarakat, maka masyarakat 

tidak mungkin mau membayar pajak. 

Penelitian yang dilakukan Widayati dan Nurlis (2010), menunjukan bukti 

bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh 

terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian ini didukung dengan penelitian 

yang diakukan Supriyati dan Nur Hayati (2008), juga menunjukkan bahwa 

pengetahuan tentang pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian Rantum dan Priyono (2009), menunjukkan sunset policy berpengaruh 

terhadap pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Adanya 

pemahaman tentang perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib 

pajak untuk mau membayar pajak terutangnya. Semakin tinggi Pengetahuan dan 

pemahaman tentang peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula kemauan 

wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis 2 (H2) : Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan  

      perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan  

      membayar pajak. 
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3. Pengaruh  Persepsi  yang  Baik  Atas  Efektifitas Sistem Perpajakkan 
 

Terhadap Kemauan Membayar Pajak 
 

Persepsi merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, 

penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan yang 

memungkinkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang 

positif atau negatif (Robbins,1996). Sedangkan efektifitas memiliki pengertian 

suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan 

waktu) telah tercapai. Dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010), 

menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak 

berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Persepsi yang baik akan 

memberikan pengaruh positif terhadap suatu peristiwa yang amatinya. Semakin 

baik persepsi atas efektifitas sistem perpajakan maka semakin tinggi kemauan 

wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

 
Hipotesis 3 (H3) :Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan 

berpengaruh positif terhadap kemauan membayar 

pajak. 

 

4. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Membayar Pajak  

Pelayanan  fiskus  dapat  diartikan  sebagai  cara  petugas  pajak  dalam 

membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib 
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pajak. Pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam 

membayar pajaknya, pelayanan fiskus yang baik, dapat mendorong seseorang 

untuk memenuhi kewajiban perpajaknya salah satunya adalah membayar 

pajaknya, begitu juga sebaliknya pelayanan fiskus yang buruk dapat membuat 

wajib pajak malas memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian Jatmiko 

(2006), menunjukkan bukti bahwa sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Lewa (2009) dan Arum (2012). Sedangkan, penelitian 

Supriyati dan Nur Hayati (2008), menunjukkan bahwa persepsi tentang petugas 

pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Fiskus diharapkan 

dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap wajib pajak, agar wajib pajak 

mau membayar pajak terutangnya. Semakin baik pelayanan yang diberikan fiskus 

terhadap wajib pajak maka semakin tinggi kemauan wajib pajak dalam membayar 

pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis 4 (H4) : Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap  

       Kemauan membayar pajak.
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